 SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA T_ENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 106 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN bAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

- BUPATI KARANGANYAR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Pénjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah Tahun anggaran 2021 Sebagai
landasan 'operasiorial pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2021 _ v

1; Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; |

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia vTahun 2003 Nomor' 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

3. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaanﬁ Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4355)



. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ftentang‘
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara; ' Republik Indonesia
 Tahun 2004 Norhor 104, Tambahan Lembaran
Négara Republik Indoi_'lesia Nomor 44210);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Ahtara }Pemeri‘r’ltah
. Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘_Tahun 2004 Nomor 126,
1 Tambahaﬁ Lembaran Negara Republik Indbriesia
Nomor 4438) » | | . ‘

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara "3Republik Indonesia Tahun 2009
Nomdr 130, Tambahan Lembaran v‘Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, ’I‘ambahan Lembaran Negara - Repubhk
Indone31a Nomor 6573); v .
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nornor 244,
'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah diubah
beberapa kali tefakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6‘573); | |

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,




o Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone31a S !
'Nomor 4028) oL , o
Peraturan Pemenntah Nomor 23 'I‘ahun 2005‘

-v:tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

_Umum sebaga.lmana telah diubah dengan

-,Peraturan Pemermtah Nomor 74 ’I‘ahun 2012".: '

o 'btentang Perubahan Peraturan Pemermtah Nomor Y -

123 ’I‘ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan,

- Badan Layanan Umum (Lembaran' Negara

Repubhk Indone31a Tahun 2012 Nomor 171,

‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a

R Nomor 5340);

10,

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005

5‘;:tentang Dana Perlmbangan (Lembaran Negara'

o Repubhk Indonesm Tahun 2005 Nomor 137 o

o _"jf",Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a"> o

| Nomor 4575),

, »..’tentang Laporan penyelenggaraan Pemermtah:-._. .
| Daerah kepada Pemenntah Laporan Keterangan ,v e
o ’Pertanggung]awaban Kepala Daerah Kepada'}: o

- ”_Q»»“Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, dan Informa31 o -

‘Peraturan Pemermtah Nomor 3 Tahun 2007

B ,Laporan Penyelenggaraan Pemermtah Daerah

o Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republlk'

| : Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan‘»fv;_ -
- ':_'v’.vLembaran Negara Repubhk Indonemav L S
~ Nomor 4693); | |

.-tentang : Standar . Akuntansr Pemermtahan’

‘Peraturan Pemermtah Nomor 71 ’l‘ahun 2010

" o (Lembaran ’ Negara . Repubhk Indone31a .

Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran ,
Negara Repubhk Indone31a Nomor 5165)

;}Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2017 o

tentang Pembmaan 'da'n' Pengawasan"‘v e

: ;:5‘ :-,"Penyelenggaraan Pemerlntah Daerah (Lembaran'_ S
‘:"»Negara chubhk Indone51a 'I‘ahun : 2017_ .
.;.Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubhk B

) - Indoneswl nomor 6041),



Peraturan Pemenntah Nomor 18 ’I‘ahun 2017 ‘-

’_.’:’;tentang Hak Keuangan dan Admxmstrasm

'--,.»;{,'(Lembaran Negara Repubhk Indoneswl Tahun o

' leplnan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone51a
L }‘f,’I‘ahun 2017 Nomor 106) | "

_Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019“;   S
""-":tentang Pengelolaan Keuangan - Daerah

2019 Nomor 42);

16

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 16_‘ R

Tahun 2007 tentang Tata Cara ‘ Evalua81

'Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran

f:-':i_'vPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran : f
,:‘.:_Anggaran Pendapatan dan ‘ Belanja Daerah
: sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan:::”_ SR
o -“,‘:Menten Dalam Negen Nomor 36 Tahun 2011 S
. ,‘tentang Perubahan atas Peraturan Menterl : ': .
‘_'.Dalam Negen Nomor 16 Tahun 2011 tentang:_'»f_"3,_v S
. ;Tata Cara Evaluas1 Rancangan Peraturan Daerah o

;:»_tentang Anggaran Pendapatan dan BelanJa

;Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Lo

' Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala .

T:Daerah tentang PenJabaran Anggaran T

SRR Pendapatan dan . Belanja Daerah (Berlta Negara |

Repubhk Indone31a Tahun 201 1 Nomor 525), -

BTN
B Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenan Hlbah" T
. o dan Bantuan Sosm.l yang Bersumber Dart g .}
B Anggaran Pendapatan ‘dan Belanja Daerah S ‘»
| . sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhlr B
S dengan Peraturan Menten Dalam Negerl . S

Vt Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan[

o yang bersumber dar1 Anggaran Pendapatan danb' -

’vPeraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 ; ‘

o Kehma Atas Peraturan Menten Dalam Negeri o
_ '_Nomor | 32 ’I‘ahun 2011 tentang :vPedomgn

 Pemberian  Hibah dan Bantuan Sosial



- ,'»-»‘»Bélar'ija' Daerah" '(Befita Negara Repubhk B
. Indonesia Tahun 2018 Nomor 565) '

K 18. _Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 52 o
"Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan

. Investasi Pernenntah Daerah (Berita Negara

“V_Repubhk Indones1a 'I‘ahun 2012 Nomor 7 54)

- 1 9.;» :'-Peraturan Menten dalam Negeri Nomor 62 Tahun o

"‘:*..:2017 tentang Pengelompokan ‘ Kemampuan' REEe
Keuangan ’ Daerah serta Pelaksanaan ~dan o
o .v.PertanggungJawaban Dana Operasmnal (Benta ;

o I:Negara Republlk Indone31a Tahun 2017 Nomor :

afa;1067L L

R _‘-.3-20, ’.Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 64

" Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan‘, ' _b -

"”Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah .

o - Tahun Anggaran 2021

21 Keputusan Gubernur Provmsn Jawa Tengah B
viNomor 903/219/2020 ‘Tahun 2020 tentang

o Evaluas1 o Rancangan Peraturan ' Daerah

. V’Kabupaten Karanganyar

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN i

i PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN. T

P J2021

o Pasall S

o - Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan

o3

jyang mehputl perencanaan, . penganggaran, pelaksanaan,f B

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar .
Bupati adalah Bupat1 Karanganyar R

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan keglatanv; .

penatausahaan, pelaporan, pertanggung;awaban, dan’ e
: pengawasan keuangan Daerah - ‘

. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah yang Selan_]utnya .

’ dlsmgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah -

- yang dltetapkan dengan peraturan Daerah



5 Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebuakan

.»sebagal petunjuk dan arah bagl pemermtah daerah dalam
) penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD o L
.Pemenntah Daerah adalah Kepala Daerah sebagal unsuriv'
o : penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memlmpm

' pelaksanaan ' urusan pemenntahan yang - menjadi

o ‘kewenangan daerah otonom,‘ : o v' ’

__.,b.bpemenntahan oleh pemenntah daerah ‘dan dewan

. ’Pemermtahan Daerah adalah penyelenggaraan “urusan

vperwakllan rakyat daerah menurut asas otonom1 dan tugas B

. pembantuan dengan pr1ns1p otonom1 seluas luasnya dalamg
.f51stem dan pr1n31p Negara Kesatuan Repubhk IndoneSIabﬂsa R
" sebagalmana dlmaksud dalam . Undang—Undang Dasar‘
‘Negara Repubhk Indones1a Tahun 1945 ' L T
. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang dlakul o |

- sebaga1 penambah n11a1 kekayaan bersxh dalam perlodev

_tahun anggaran berkenaan - o o N |
. Pajak Daerah adalah kontrlbu31 wa_]lb kepada Daerah yang.

terutang oleh orang prlbadx atau badan yang bers1fat o

" }memaksa berdasarkan Undang—Undang, dengan tidak

mendapatkan 1mbalan 'secara langsung dan dlgunakan ‘. o

o :"'untuk - keperluan Daerah bag1 sebesar—besarnya .

kemakmuran rakyat

100

o masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang dltenma

11.

Retrlbu31 Daerah adalah pembayaran yang dllakukan oleh. o

- secara Iangsung atau atas penzman yang dlperolch

‘_»Dana Transfer Umum adalah dana yang dlaloka51kan dalam o

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerahv |

J‘?“untuk dxgunakan sesual dengan kewenangan Daerah guna
’vmendanal kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
‘desentrahsas1 = ' ’
12
[ .;dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - kepada v

Dana Transfer Khusus adalah dana yang d1aloka31kan

"v-':Daerah dengan tuJuan untuk membantu mendana1 keg1atan’

- khusus, balk ﬁsﬂ( maupun nonﬁs1k yang merupakan urusan_v o
7 Daerah A ' L ' ’



S dana yang bersumber dan pendapatan tertentu Anggaran‘ o

Dana Bagl Hasﬂ yang selanJutnya dlSlngkat DBH adalah

L f Pendapatan dan Belanja Negara yang d1alokas1kan kepada

i Daerah penghasﬂ berdasarkan angka persentase tertentu

V-H.:bdengan tuJuan mengurang1 ketlmpangan kemampuan

[ *i‘keuangan antara Pemenntah Pusat dan Daerah

14, ~Dana Aloka81 Umum yang selan_]utnya dlsmgkat DAU adalah_{ :
o dana yang bersumber | dan pendapatan Anggaran o
| 'Pendapatan dan Belan_]a Negara yang d1alokasxkan dengan.- |

tujuan pemerataan kemarnpuan keuangan antar-Daerah; |

‘untuk mendana1 kebutuhan Daerah dalam ' ra_ngka"

: pelaksanaan Desentrallsa31

A 1:5.' . Dana Aloka31 Khusus yang selanjutnya dlslngkat DAK'

o :_ ada]ah dana yang bersumbcr dan pendapatan Anggaran»‘

- vPendapatan dan Belanja Negara yang dlaloka31kan kepada

‘:ﬂ',nkeglatan khusus yang merupakan Urusan Pemermtahan : i

Daerah tertentu dengan tUJuan untuk rnembantu mendana1 o

St yang men_]adl kewenangan Daerah
.16

':Belanja Daerah adalah semua kewa_}lban Pemermtah Daerah o o
: ‘"yang d1aku1 sebaga1 pengurang n11a1 kekayaan ber31h dalam

o penode tahun anggaran berkenaan R

! jfd1bayar kembah dan/ atau pengeluaran yang a.kan dltenma o o

Pemblayaan Daerah adalah semua penenmaan yang perlu'v

. kembah, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan.; L

o maupun tahun-tahun anggaran berxkutnya

B pendapatan daerah dan belanja daerah

19,

Surplus Anggaran Daerah adalah sehs1h leblh antara

vv Deﬁ31t Anggaran Daerah adalah sehslh kurang antara "

o fpendapatan daerah dan belanja daerah

Plnjaman Daerah - adalah semua transak31 yang -

o mengaklbatkan Daerah menenma sejumlah uang atau_‘.»

) menerlma manfaat yang bern11a1 uang dar1 plhak lain -

.vsehlngga Daerah tersebut dlbebam kewajlban untuk . o

Vv membayar kembah



21 Utang Daerah yang selanjutnya dlsebut Utang adalah_

j: Jumlah uang yang Wa_]lb dlbayar Pemerlntah Daerah S

dan/ atau kewaijan Pemermtah Daerah yang dapat d1n11a1 L

L dengan uang berdasarkan peraturan pemndang-undangan .~ “

o peqanjlan atau berdasarkan sebab lamnya yang sah

Pasal 2

a APBD terd1r1 atas Pendapatan Daerah Belan_]a Daerah dan .

R . vPemblayaan Daerah

o . - Pasa13 o o
e Anggaran | Pendapatan Daerah tahun .' anggaran '2021 -
. ””dlrencanakan sebesar Rp2 106 391 299 OOO 00 (dua tr1l1un

i : seratus enam rn111ar tlga ratus sembllan puluh satu Juta dua

. }}ratus sembllan puluh sembllan r1bu ruplah) yang bersumber,_ o .

| .f'dari:‘ | R
- a pendapatan ash daerah
N b. pendapatan transfer, .

c lam lam Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

- j:f’(-l) Anggaran pendapatan asll Daerah sebagalmana dlmaksud .‘ h

dalarn Pasal 3 huruf i;fa dlrencanakan “ sebesarv o

' ".Rp355 678 081 000 OO (tlga ratus lima puluh hma mlhar' o

. enam ratus tUJUh puluh delapan Juta delapan puluh satu ”
’ Tt nbu rupxah), yang terdln atas ’
gﬁ"a.‘PaJak R |

‘ b. ’Retribu31 | SRR . , o
e hasﬂ pengelolaan kekayaan Daerah yang dlplsahkan -
vd.’»"laln lain pendapatan ash Daerah yang sah "

o '_5(2)‘ PaJak sebagalmana dlmaksud pada ayat - (1) huruf a

o darencanakan sebesar Rp169 700 000 000, 00 (seratus L

‘:enam puluh sembllan mlhar tuJuh ratus _]uta ruplah)

v_ﬁ'j(‘S).[ Retr1bus1 sebagaxmana dnnaksud pada ayat (1) huruf b |
e vd1rencanakan sebesar Rp12. 275 000 000, 00 (dua belas_-‘ .

j_,'rmllar dua ratus tuJuh puluh 11rna Juta rupxah)



@

)

(1)

(2)

(3)

o o

5 oRoooo

‘Hasﬂ pengelolaan kekayaan Daerah yang dlplsahkan

sebaga1rnana dimaksud - pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp9.338.938.000,00 {sembilan

miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus

~ tiga puluh delapan ribu rupiah)

Lain—lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana‘ |
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp164.364.143.000,00 (seratus enam puluh empat miliar
tiga ratus enam pu1uh empat juta seratus efnpat puluh

tiga ribu rupiah).

: _ PasaI S
Anggaran Pajak sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4
ayat (2) terdln atas: ’
a. Pajak hotel;
Pajak restoran;
Pajak hiburan;
Pajak reklame; |
Pajak penerangan jalan Umum;
Pajak parkir; |
Pajak air tanah;
Pajak mineral bukan logam dan batuan,
Pajak bum1 dan bangunan perdesaan dan perkotaan

(PBBP2;)

[t
.

| j- Pajak bea' perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB);

| PaJak Hotel sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00 (en_am miliar
‘enam ratus juta rupiah);

Pajak Restbran sebagaimana dimaksud pada ayat»»»(l) :

huruf b direncanakan sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh

" miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);



@

(4)

(5)

Pajak Hiburan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl 000. 000 000, 00 (satu miliar
rupiah); g o — |
Pajak Reklame'sebagaimana dimaksud pada Vayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
- rupiah};

(6)

Pajak Penerangan Jalan Umum sebagaimana dlmaksud pada

~ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp67.000.000.000,00

7

(8)

(enam puluh tujuh miliar rupiah); , .
Pajak Parkir sébagairhana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp300.000. 200 00 (Tlga ratus juta

dua ratus rupiah);

Pajak Air Tanah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

- huruf g d1ren¢anakan sebesar Rp2.999.999.800,00 (dua

" miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta

(9)

(10)

(11) ]
(BPHTB) sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf j

(1)

sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus

rupiah);

Pajak Mineral Bukan Logam dan ‘Batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar -
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Pajak Bumi dan Bangunan‘ Perdesaan dan Perkotaan j‘

_(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

direncanakan sebesar Rp26.500. OOO 000, 00 (dua puluh

enam miliar lima ratus juta rupiah);
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

direncanakan sebesar Rp53.500.000.000,00 (lima puluh tiga

miliar lima ratus juta rupiah).

v Pasal 6

Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

“ayat (3) terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha;

(2)

¢ Retribusi Perjjinan Tertentu;
Retribusi Jasa Umum sebagaumana dimaksud ‘pada ayat (1) -

huruf a direncanakan sebesar Rp2. 418.550.000,00 (dua

miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh

ribu rupiah);



(3) Retribusi Jasa Usaha sebagalmana dimaksud pada ayat (1) |

huruf b dlrencanakan sebesar Rp4.456.450.000,00 (empat |

- miliar -empat ratus hrna puluh enam Juta empat ratus lima

puluh ribu rupiah);

4) Retr1bus1 Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada

[

.

(3),:,

(4)

(5)

~ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp5.400.000.000,00

(lima miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 7
Anggaran Hasil - Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢
éyat (4) terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (De'viden)v atas Pényertaan ‘Modal pada
BUMD |

" Pasal 8
-Anggaran Lain-lain Pendapatan Asii Daerah yang Sah
‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
| ‘a. hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
b. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; |
c. hasil Kerja Sama Daerah;
d. jasé. Giro; | | '
‘e. pendapatan Bunga; »
f, pendapatan Denda Retribusi;
~ g. pendapatan BLUD
"Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tldak Dlplsahkan"
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
- sebesar Rp173.991.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta
‘sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |
Anggaran Hasil Pemanfaatan ,BM}D-vyang Tidak Dipisahkan
bsebagaimana dimaksud vpada ayat (1): huruf b _direnéanakan
sebesar Rpl.254.800.000,00 (satu miliar dua ratus lima
-puluh empat juta delapan ratus ribu fupiah) |
Anggaran Hasil Kexja Sama Daerah sebagaimana dimaksud
~pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan  sebesar
Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).
:Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh

. miliar lima ratus juta rupiah).



JoR . (6) Anggaran Pendapatan Bunga sebaganmana drmaksud pada‘}‘;v s .

o ayat (1) huruf e d1rencanakan sebesar Rpl 500 000 000 ,00 B
(satu rmhar llma ratus Juta ruplah) _ ' |
(7) Anggaran v Pendapatan ' Denda Retrlbnm sebagalmana
o ::ivdlmaksud pada ayat (1) huruf f dlrencanakan sebesar

Rp3 500.000, 00 (trga Juta lima ratus nbu ruplah)

: '_(8) '_ »'Anggaran Pendapatan BLUD sebagalmana d1maksud pada "

| Vayat (1)}' huruf g dlrencanakan I sebesar
' _Rp153 311 852 000 00 (seratus lima puluh t1ga mzhar tiga . -
ratus sebelas _}uta delapan ratus hma puluh dua rrbu» o

o ruprah)

, . Pasal 9 ‘

| (1) . ,j:Anggaran Pendapatan Transfer , sebagalmana dlmakSu d

o dalam Pasal 3"v huruf b drrencanakan ” sebesar
Rpl. 654 071.018.000,00 (satu triliun enam ratus hma puluh =

-empat mlhar tujuh puluh satu Juta delapan belas rlbu' o

rup1ah) yang terd1r1 atas: R L
a. Pendapatan Transfer Pemerlntah Pusat

b Pendapatan Transfer Pemenntah Antar Daerah

b (2) E Pendapatan Transfer ' Pemermtah Pusat sebagalmana

o dlmaksud pada ayat (1) huruf a dlrencanakan sebesar o |
'}.,.-Rpl 509 424 824 OOO 00 (satu tr111un 11rna ratus sembllan L
o miliar empat ratus dua puluh empat Juta delapan ratus dua L

I E puluh empat r1bu ruplah)

@ Pendapatan ‘ Transfer | Pemenntah Antar g‘Daerah-”"

g sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b dlrencanakan
ebesar Rp 144 646 194 OOO 00 (seratus empat puluh. ’

- empat mlhar enam ratus empat puluh enarn Juta seratus " B
o sembllan puluh empat nbu ruplah) SR
! (1) g Anggaran - Pen dapatan Transfer : Pern'vevr‘intah'" PLIsat o
o B sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdlrl atas
, a. Dana Penmbangan, I
b Dana Insentlf Daerah (DID), BRI

c. DanaDesa ST

B ::,(2) : Anggaran Dana Penmbangan sebagaxmana dlmaksud pada"‘ R

ayat _,’v(l) huruf a d1rencanakan 'v sebesar o



_ Rpl 297 476 063 ooo OO (satu trlhun dua ratus Sembllan:' 5 o

» puluh tujuh m1har empat ratus tu_]uh Puluh enam Juta enamtf‘,;:‘ o -

puluh tlga r1bu rupiah);
- (3) Anggaran Dana Insentlf Daerah (DID) sebaga1mana |
' '5’:§‘v'vl‘v"'d1maksud pada ayat (1) huruf b dlrencanakan sebesar |
- Rp42.634. 697 000 ,00 (empat puluh dua m1har enam ratus
b : tlga puluh empat _|uta enam ratus sembllan puluh tujuh nbu
' rupiah). | | |
@

'Anggaran Dana Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)" B

B : huruf c dlrencanakan » sebesar Rp169 314 064 000, OO”"’

| .”(seratuS enarn puluh sembllan mlhar tlga ratus empat belas

w

Juta enam puluh empat r1bu ruplah)

Pasal 11

Anggaran Pendapatan ’l‘ransfer Pemenntah Antar Daerah -

sebagaumana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdm atas

o a pendapatan bag1 has11 dan SR

B ":’: pada ayat o (1) huruf a d]rencanakan Sebesari; . o

b bantuan keuangan

iAnggaran Pendapatan Bag1 Hasﬂ sebagalmana dlmaksud“ o

Rp132 533 194 000 OO (seratus tlga puluh dua mlhar hma

' ,- ratus tlga puluh tlga Juta seratus sembllan puluh empat rlbu .

ruplah)

R ayat o (1) | huruf " “b  " dlrencanakan B sebesarv

o N
e -Sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 huruf c d1rencanakan o
e Sebesar RP96 642. 200. 000 00 (Sembllan puluh enam miliar

~ enam ratus empat puluh dua Juta dua ratus rxbu rup1ah) L o

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaxmana d1maksud pada o

:'Rp12 113 000 000 00 (Dua belas m111ar seratus tlga belas 1 EE

S : Juta ruplah) :

Pasa.l 12 |

Anggaran Lam Lam Pendapatan Daerah Yang Sahv'

T berupa Pendapatan I—I1bah
R dlrencanakan sebesar Rp96 642 200 OOO 00 (sembllan pquhf'fj_ S

" enam m111ar enam ratus empat puluh dua Juta dua ratus"»f o

Pendapatan Hlbah sebaga1mana dxmaksud pada ayat (1),_

- | rlbu ruplah)



(1)

Pasal 13

Anggaran Pendapatan Hibah 'sebag.‘aimana dimaksud dalam

- Pasal 12 ayat (2) terdiri dari Pendapatan Hibah dari

Pemenntah Pusat

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan

sebesar Rp2.135.811.987.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh
| lima miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan

puluh tujuh ribu ruplah), yang terdiri atas:

- a.

b
C.
d

belanja operasi;
. belanja modal;
belanja tidak terduga; dan

. belanja transfer.

Pasé.l 15

(1) Anggaran belan_]a operas1 sebagaimana dlmaksud dalam

(2)

(3)

(4)

Pasal 14 huruf a ~direncanakan v sebesar
Rp1.594.349.111.705,00 (satu triliun lima ratus sembilan
puluh ‘empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta
seratus sebelas ribu tujuh ratus lima rupiah), yahg terdiri
atas: - B o - R |

belanja pegawal, | ‘

belanja barang dan jasa; |

belanja bunga;

belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.

o e TP

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.027. 517.928.772,00 (satu
triliun dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta
sembilan ratus dua puluh delapan ribu tuJuh ratus tujuh
puluh dua ruplah) _

Belanja barang dan jasa sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) huruf b  direncanakan  sebesar
Rp493 492.519.813,00 {empat ratus sembllan puluh tiga
miliar empat ratus sembxlan ~puluh dua juta lima ratus
sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas ruplah)

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp4. 284.000.000,00 (empat miliar

dua ratus delapan puluh empat Juta rupiah).



()

(1)

@

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
‘direncanakan sebesar Rp65.405.563.120,00 (enam puluh

lima miliar empat ratus lima juta lima ratus enam pl._lluh tiga

ribu seratus dua puluh ruplah)

‘Belanja bantuan sosial sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp3.649.100.000,00 (tiga

‘miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu

rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanJa pegawa1 sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

b. belanja tambahan penghasilan ASN;

¢c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya ASN;

d. belanja gaji dan tun_]angan DPRD;

e. Dbelanja gaji dan tun_;angan KDH /WKDH

| belanja penenmaan lamnya plmpman DPRD serta

KDH/WKDH; dan

g belanJa pegawai BLUD.

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagalmana dlmaksud

~ pada ayat (1) huruf a direncanakan ~ sebesar

Rp616.510.603.932,00 (enam ratus enam belas miliar lima

~ ratus sepuluh juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tiga

@

- puluh dua rupiah).

Belanja Tambahan Penghasﬂan ASN sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp117.852.012.548,00 (seratus tujuh belas miliar delapan

- ratus lima puluh dua juta dua belas ribu lima ratus empat

~ puluh delapan ruplah)

(4)

NE)

Tambahan Penghasﬂan Berdasarkan Pertlmbangan Objektif
lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp214.878.276.907,00 (dua ratus
empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta
dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh
rupiah). . - | |

B‘élanja Gaji dan Tun_langan DPRD sebagaimana dimaksud

~pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar




(6)

(7)

(8)

(1)

B e

Rp26.283.909.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus

delapan puluh tlga juta sembilan ratus sembllan ribu

rupiah).

_Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp1.116.962.343,00 (satu miliar seratus enam belas

juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat

‘puluh tiga ribu rupiah).
,Belan_]a Penerimaan Lalnnya Pimpinan DPRD serta
- KDH/WKDH sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp637.800.000,00 (enam ratus txga

vpuluh tujuh juta delapan ratus ribu ruplah)

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp50.238.364.042,00 (lima

puiuh ‘miliar dua ratus tiga puiuh delapan juta tiga ratus

" enam puluh empat ribu empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 17
Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar

-_Rp493.492'.519,813,00 (émpat ratus sembilan puluh tiga

miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus

sembilan belas ribu :delapari ratus tiga belas rupiah), yang

‘terdiri atas:

a. belan_]a barang, ’

| belanja jasa;

belanja pemehharaan;

belahja pérjalanan dinas; |

belanja  barang  dan/atau  jasa  untuk
diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak -

~ ketiga; | - :
f. belanja barang dan jasa BOS; dan

g belanja barang dan jasa BLUD.
(2)
“huruf a direncanakan sebesar Rp90.752.934.849,00

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta

~ sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat

puluh sembilan ribu rupiah).




o

- (3) Belanja jasa sebagairvnana‘dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp130.683.724.786,00 (seratus tiga
puluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh
- ratus dua puluh empat nbu tujuh ratus delapan puluh

enam rupxah)

| (4) Belanja pemelxharaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) |

huruf ¢ direncanakan sebesar Rp25.279.383.140,00 (dua .
puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga
| ratus delapan puluh tiga ribu seratus erﬁpat puluh}rupiah).’-
(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.244.170. 630 00
(empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat
juta seratus tu_]uh puluh ribu enam ratus tiga puluh
rupiah). | |
(6) Belanja  Barang dan/atau  Jasa  untuk
Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp45.160.007.600,00 (empat puluh
lima rmhar seratus ‘enam puluh _]uta tujuh ribu enam ratus
ruplah) | ' |

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}  huruf f direncanakan sebesar
Rp66. 694 442. 350 00 (enam puluh enam mlhar enam ratus
“sembilan ‘puluh empat juta empat ratus empat puluh dua
ribu. tiga ratus lima puluh rupiah).

(8) Belanja barang dan Jasa BLUD sebagaimana dlmaksud
v‘»pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
"Rp90.677.856.458,00 (sembilan puluh miliar enam ratus

tujuh puluh tujuh juta delaban ratus lima puluh enam ribu
- empat ratus lima puluh delapan rupiah). |

Pasal 18
Anggaran belanja bunga sebagmmana dxmaksud dalam
Pasal 15  ayat (4) direncanakan sebesar

- Rp4. 284 000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh

empat juta ruplah)




| Pasal 19 |
(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam
| Pasai | 15 "ayét (9) | direncanakan sebesar
Rp65.405.563.120,00 {enam puluh lima miliar empat ratus
lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua |
puluh rupiah), yang terdiri atas: R »
a. 'b‘elz‘mja “hibah kepada badan, lerhbaga, ‘organisasi -
| | kerriasyarakatan yéng bei‘bad_an hukum indonesia
b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
(2) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
, Kemasyarakatanj yang Berbadan Hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar,Rp64.005.794.000,00 (enam puluh empat miliar
) lima juta tujuh fatus sembilan puluh:err‘xpat fibu rupiah).
(3)‘Belanja hibah }Bar_ltuan keuangan kepada Partai Politik -
| sebagajmana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar ‘Rpl.399.769.1-20,00 (satu miliar tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh |
sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
, ” Pas‘al 20
1 (1)' Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar
Rp3.649.100.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh
- sembilan jufa seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
~ a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
(2) Belanja Bantﬁan Sosial kepaida Individu sebagaimana
dimaksud padé ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
© Rp2.649.100.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh
sembilan juta seratus ribu rupiah). '
(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesarvi_
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). :

‘ Pasal 21
(1) Anggaran belanja modal vsebagaimaﬁa dimaksud dalam
~ Pasal 14 ‘} huruf b direncanakah ‘sebesar
- Rp 199.068.710.295,00 (seratus sembilan puluh sembilan




) m111ar enam puluh delapan Juta tujuh ratus sepuluh r1bu .

dua ratus sembllan puluh hma ruplah) yang terdm atas

o b. vbelanja modal peralatan dan mesm

c. belanja modal gedung dan bangunan o

" d belan_]a modal Jalan _}anngan dan 1r1gasx, .

o e belan_]a modal aset tetap lalnnya

@
| vhuruf a dlrencanakan Sebesar Rp9 16 300 000 OO (sembllanv_‘

R ratus enam ‘belas _]uta tiga ratus nbu rupiah).

" ; | (3)

BelanJa Modal Tanah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1);__"

BelanJa Modal Peralatan dan Mesm sebagalmana dlmakSud o
pada ayat (1) huruf b _ dlrencanakan ,, sebesar |
i ’Rp38 71 L. 350. 645 00 (tlga puluh delapan m111ar tu_luh. o

o o ratus sebelas Juta txga ratus lima: puluh ribu enam ratus o

| "empat puluh hma ruplah}

@
- :"'v"‘.;'dlmaksud pada’ ayat (1) huruf c dlrencanakan sebesar o o |

o :v'.Rp113 723 234 300 00 (seratus tlga belas mlhar tu.]uh" " ‘
ratus dua’ puluh t1ga Juta dua ratus tlga puluh empat nbu ' : B

BelanJa Modal Gedung dan Bangunan sebagaurnana:: o

SR ,f*t1ga ratus rup1ah)
- L dlmaksud pada ayat (1) huruf d dlrencanakan sebesar‘_ -
Rp27 197 239 000 00 - (dua puluh tuJuh rmhar seratus

Belanja Modal Jalan Jarmgan dan Ingasx sebagalmana'v

sembllan puluh tuJuh Juta dua ratus tlga puluh sembllan e
SR vai‘rlbu mpxah) . : :

e

|  pada ayat W huruf - d1rencanakan ‘sebesar o

: .Rp18 520. 856 350, OO (delapan belas rmhar lima ratus dua -

~ puluh juta. delapan ratus hma puluh enam nbu tlga ratus S

Belanja Modal Aset Tetap Lamnya sebagalmana dlmaksud o

; lhma puluh ruplah)

Pasal 22

'Anggaran Belanja Modal Tanah sebagalmana dlmaksud dalam”‘:’ -

o Pasal 21 ayat (2) terdm darl Belanja Modal Tanah

Pasal 23

(1) Anggaran Belan_]a Modal Peralatan dan Mesm sebagalmanal

dlmaksud dalam ‘Pasal 21 ayat (1] huruf b dlrencanakan‘_

L | ?' - sebesar Rp38 711. 350 645 00 (tlga puluh delapan miliar



tujuh ratus sebelasb juta tiga ratus lima puluh ribu enam
ratus empat puluh lima ruplah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat besar

. belanja modal alat angkutan;

belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

. belanja modal alat pertaman,

oo o

belanja moda] alat kantor dan rurnah tangga;

belanja modal alat studio, komunlka31, dan pemancar;

P wom oo

belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, .

belanja modal alat laboratorium,;

pde
.

belanja modal komputer;
j- belanja modal alat ekspldrasi;
k. belanja modal peralatan prdses /produksi;
1. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan

_ m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl 500.275.000, 00
(satu miliar lima ratus Juta dua ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah). '

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) huruf b dlrencanakan sebesar
Rp3.769.136.900,00 (tiga niiliar tujuh} ratus enam pu'luh
sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus
rupiah). |

v(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagalrnana
dlmaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp27.800. 000 00 (dua puluh tuluh _]uta delapan ratus nbu |

~ rupiah). v _

(5) Belanja Modal Alat Pertanian svebagajmeina dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.300.685.425,00
(satu miliar tiga ratus juta enam ratué delapah puluh lima
ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). |

(6) Belahja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp1.942.490.200,00 (satu miliar sembilan ratus empat
puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus
ruplah) : .

(7) Belanja Modal Alat Studlo, Komumkam dan Pemancar

sebagannana dimaksud pada ayat (1) huruf f dlrencanakan




sebesar Rp382.025. 000 00 (t1ga ratus delapan puluh dua
juta dua puluh lima ribu rupiah). '

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana

‘dimaksud pada ayat (1) ‘huruf g direncanakan sebesar

Rp4.638.630.311,00 (erhpat miliar enam ratusvtig'a puluh
delapan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus sebelas
rupiah).

(9) BelanJa ‘Modal Alat Laboratorium sebagalrnana dimaksud

‘pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar

~ Rpl.731.575.009,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh

(10)

(11)

satu Juta hma ratus tu_]uh puluh hma ribu sembilan
rup1ah)

Belanja Modal Komputer sebagaimaha ~dimaksud pada

‘ayat (1)  huruf i  direncanakan  sebesar

Rp6.057.739.000,00 (enam miliar lima puluh tujuh juta
tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). ‘
Belanja Modal Alat Eksplora31 sebageumana dimaksud pada

~ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp200 000. 000,00

- (dua ratus juta rupiah).

(12)

(13)

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

- Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana

- dimaksud vpada’ ayét (1)‘ huruf 1 direncana‘kanv sebesar

Rp10.524.909.300,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh

~ empat juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah).

(14)

(1)

Belahja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar
Rp6.610.084.500,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta

delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

| Pasal 24
Anggaran Belanjva’ ‘Modal Gedung ~dan Bangunan"
sebagaimanaw dimaksud dalam:  Pasal 21 ayat (4)
direncanakan sebesar Rp113.723.234.300,00 (seratus tiga
belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga
puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan




————EEEEEEEEEE

RRANY e c belanJa modal gedung dan bangunan BLUD
- j | (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagalmana dliﬁaksud
o o pada' ayat A1) huruf dlrencanakan - sebesar1.»b'_‘."’ "
_RplOl 598. 234 300 OO (seratus satu rmhar hma ratusv. -
vsembllan puluh delapan Juta dua ratus tlga puluh empat
o nbu tlga ratus ruplah) RN v
3 Belanja Modal ’[‘ugu T1t1k Kontrol/Pastl sebagalmana
v dlmaksud pada ayat ( 1) huruf ‘b d1rencanakan sebesar
' Rp605 000. 000 00 {enam ratus hrna juta r'uplah) |

(4) Belanja rnodal gedung dan bangunan BLUD sebagalmana : k
chmaksud pada ayat (1) huruf c d1rencanakan sebesar ‘_
Rp11.520. ooo ooo 00 (sebelas mlhar hma ratus dua puluh L
Juta ruplah) | | | B

Pasal 25 s |
(1) Anggaran Belan_]a Modal Jalan, Jarlngan dan Irlga81 )
: ‘Sebagaumana dlmaksud dalam i Pasal 21 : ayat “(5) -
~ direncanakan sebesar 'Rp27. 197. 239 000, 00 (dua puluh’ e
| ”‘tu_;uh mlllar seratus sembllan pu]uh tujuh Juta dua ratus s
| tiga puluh sembllan nbu ruplah) yang terdlrl atas '
a. belan_]a modal _]alan dan _]embatan, R

b belanja rnodal bangunan alr, dan L

| belanja modal Jarmgan v , , ‘
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagalmana dlmaksud o
pada | ayat _‘:(1) huruf a. dlrencanakan " sebesar o

Rp26 3-97 239 000 00 (dua puluh enam mlhar tlga ratus -
sembllan puluh tuJuh Juta dua ratus tlga puluh sembﬂan L
ST rlbu rupiah); | o o : e R
o B (3) Belanja Modal Bangunan Air sebaga1mana d1maksud pada Ea o
ayat (@ huruf _b dlrencanakan | sebesar o
S Rp300 000 000,00 (tlga ratus _]uta ruplah), SR - .
. | : (4) Belanja Modal Janngan sebagalmana dlméksud pada ayat,v o

(1) huruf c dlrencanakan sebesar o Rp 500 000 OOO OO}

(hma ratus Juta ruplah)

L T L Pasa126
o (1) Anggaran BelanJa Modal Aset Tetap Lamnya sebagaxmana
dlmaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dlrencanakan sebesar

» :  Rp18 520 586 350 00 (delapan belas m111ar llma ratus dua B



i puluh Juta Ilma ratus delapan puluh enam r1bu ttgaA ratus‘
~lima puluh rup1ah}, yang terdiri atas: o o
a. belan_]a modal bahan perpustakaan ”

b, belanja modal aset tetap dalam renovaSI, |

o c belanJa modal aset tldak berwujud . :

d belanja modal aset tetap lamnya BOS dan e

e, belanja modal aset tetap lamnya BLUD B

(2) Bela:n_]a | Modal Bahan Perpustakaan v sebagalmal"zav’ |

dlmaksud pada “ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rpl 306 350. 000, OO (satu mlhar t1ga ratus enam Juta txga o ,

' ratus lima puluh ribu ruplah)

(3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovas: sebagalmana |

v dlmaksud pada ayat ( 1) huruf b dlrencanakan sebesar .
- Rp12 595 000 000 00 (dua beIas mlhar hma ratus sembﬂan :

puluh 11ma Juta ruplah)

»'_"(4) Belanja Modal Aset Tetap Tldak BerWUJud sebagalmana _v

dlmaksud pada ayat (1) ‘huruf ¢ dlrencanakan ‘sebesar

Rp192 388 000 00 (seratus sembllan puluh dua Juta tlga Co

ratus delapan puluh delapan nbu rup1ah)

(5) Belanja modal Aset Tetap Lalnnya BOS sebagalmana.

1 dlmaksud pada ayat (1) huruf d dlrencanakan sebesar

 Rp4.422. 848.350,00 (empat miliar empat ratus dua puluh

- dua Juta delapan ratus empat pquh deIapan rlbu tlga ratus

11ma puluh ruplah)

- (6) Belan_}a modal Aset Tetap Lamnya BLUD sebaga1mana o

dlmaksud pada ayat (1) humf e dlrencanakan sebesar

| Rp 4 000. 000,00 (empat _]uta ruplah)

‘ . Pasal 27 , :
s ’.Anggaran belanja tldak terduga sebaga1mana dlmaksud dalam
Pasal 14 E huruf c: f . dlrencanakan ’ sebesarf

»RplO 000 OOO 000 00 (sepuluh m111ar mplah)

Pasal 28

. (1) Anggaran belanja transfer sebagalmana dlmaksud dalam_*f

Pasal 14 " huruf ,'d - d1rencanakan - sebesar

Rp332 394 165.000, 00 (tlga ratus tlga puluh dua mlllar: -

~ tiga ratus sembllan puluh empat _]uta seratus enam puluh'-f.’_' |

hma nbu ruplah), yang terdm atas -f. o



‘:1 [(2) Belanja Bantuan | Keuangan Daerah Provmst

o ‘: a. beIanJa bagl hasﬂ dan
b belanja bantuan keuangan

(2) Belanja Bag1 Hasﬂ sebagalmana dlmaksud pada aYat (1) o

huruf a d1renca.nakan sebesar Rp18 197 500 000, 00   , :

(delapan belas mlllar seratus sembllan puluh tUJuh Juta'f o

hma ratus r1bu ruplah)

(3) BelanJa Bantuan Keuangan sebagalmana dlmaksud pada o
ayat (1) huruf : b dlrencanakan © sebesar

Rp314 196 665 000 00 (tlga ratus empat beIas mlhar",j,: |

seratus sembllan puluh enam Juta enam ratus enam .

. pquh l1ma r1bu ruplah)
‘ Pasal 29

(1) Anggaran Belanja Bag1 Hasﬂ sebagalmana dlmaksucl dalam |
Pasal 28 ayat (2] terdm atas ' FEE.

- a BelanJa Bag1 Hasﬂ Pa_]ak Daerah Kepada Pemermtah » ,

Kabupaten dan Desa, dan

= b Belanja Bag1 Hasﬂ Retnbum Daerah Kepada Pemermtahb

' Kabupaten dan Desa

(2) Belanja Belanja Bagl Haéil Pa_]ak Daerah kepada

Pemermtahan Kabupaten/ Kota dan Desa sebagalmana - o

) ,dlmaksud pada ayat (1) huruf a- dlrencanakan sebesar i

| va16 970 000 000 00 (enam belas m111ar sembllan ratus

' tujuh puluh _]uta ruplah)

(3) Belanja - BeIanJa Bagi Hasil Retr1bu31 Daerah kep"ada”_‘ o
| Pemenntahan Kabupaten/Kota ‘dan ‘Desa sebagalmana
- dlmaksud pada ayat (1) huruf b dlrencanakan sebesar
~ RpL. 227 500.000, oo (satu m111ar dua ratus dua puluh tuJuh .

' Juta hma ratus rxbu ruplah)

Pasal 30

(1) Anggaran Belan_]a Belanja Bantuan Keuangan sebagalmana o

dlmaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terdlrx atas : o

a. belan]a bantuan keuangan daerah provmsx ke-v;

. kabupaten/kota dan k I

b belanJa bantuan keuangan daerah provms‘,l atau"_: R

kabupaten {kota kepada desa

Kabupaten/ Kota sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)»,11 S
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huruf a dlrencanakan sebesar Rp708 000 OOO 00 (tujuh:}"‘ )
ratus delapan Juta rup1ah) - .

(3 Belanja BelanJa Bantuan Keuangan Daerah Provms1 atau -

S Kabupaten/ Kota kepada Desa sebagmmana dlmaksud pada '

' 'v'ayat (1) huruf ';b dlrencanakan sebesar
- Rp313 488.665.000 00 (tlga ratus tlga belas mlhar empat
- ‘ratus delapan puluh delapan _]uta enam ratus enam puluh |

hma r1bu ruplah)

Pasal 3 1:

: - Anggaran pemb1ayaan daerah tahun anggaran 2021 terdm

a. penenmaan pernblayaan dan

- b. pengeluaran pemblayaan

Pasal 32

Anggaran penerlmaan pemblayaan sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal © 31  huruf a : dlrencanakan f sebesar - E

Rp67 420. 688 000 OO (enam puluh tuJuh I‘l‘llllal' empat ratus |

dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu

ruplah), Yang terdm dari sisa’ leblh perhltungan anggaran

| tahun anggaran sebelurnnya o

Pasal 33

B (1) Anggaran 81sa leblh perhltungan anggaran tahun anggaran )

: sebelumnya sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 32 yang " o
| terdm atas ‘ ‘ TR SRR
a. pelampauan penerlmaan PAD;
b. penghematan belan_]a dan Av

c. 31sa belanja lamnya |

(2) Pelampauan penenmaan PAD sebagalmana d1maksud pada L

(1) huruf  a dlrencanakan o Sebesarf:,

ayat

| Rp10 918.000. 000,00 (sepuluh m111ar ~sembilan - ratus

delapan belas Juta ruplah)

(3) Penghematan Belanja sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)' -~ o
. huruf b d1rencanakan sebesar Rp46 502 688.000, 00 {empat» o

puluh enam ‘miliar hrna ratus dua Juta enam ratus delapan o

puluh delapan r1bu ruplah)

———EEEEEE
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(4) Sisa Belanja Lainnya sebagazmana dimaksud pada ayat (1)
huruf C vdu‘encanakan sebesar Rp10.000.000.000,00
{sepuluh miliar rupiah).

Pasal 34 ,

(1) Anggaran pengeluaran pemblayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar
'Rp38.000.000.000 (tlga puluh delapan miliar ruplah), yang
terdiri atas:

a. penyertaan modal daefah;
b. pembayaran cicilan pokok utai;g yang jatuh tempo;

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksﬁd pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebeéar Rp8.000.000.000 (delapan
miliar rupiah).

3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

v Pasal 35 ‘
Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaumana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri dari Penyertaan Modal Daerah
pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

| Pasal 36 v
Anggaran ‘Pem‘bayaran “Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh
Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
terdri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh

Tempo.

Pasal 37

(1) Selisih "antara anggaran pendapatan daerah dengan

- anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit)
‘sebesar Rp29.420.688.000, 00 ‘(dua puluh sembilan miliar

empat ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh

‘delapan nbu rupiah).

" (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerxmaan

pembiayaan - terhadap: pengeluaran = pembiayaan
direncanakan sebesar Rp29.420.688. 000,00 (dua puluh
sembilan miliar empat ratus dua puluh Juta enam ratus

delapan puluh delapan ribu ruplah)
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Pasal 38

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a.

Lampiran 1 Ringkasan Penjabaran APBD ~ Yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis, Objek, Rincian
" Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

. -Lampiran I Penjabaran APBD Menurut urusan

' Pemerintahén Daerah, Organisasi , Program, Kegiatan,

Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

' Pendapatan , Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran III Daftar Nama Penerlrna Alamat Penérima,}
dan Besaran hibah; _ _ |
Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan sosial; | '

Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat

- khusus;

Lampiran 'VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran belanJa bagl hasil; | »
Lampiran VII Rincian Dana Otonom1 Khusus Menurut
Urusan Pemenntahan . Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Beianja dan Pembiayaan;
Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pettambangan Minyak
Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan
DBH-Minyak dan Gas Burni*] Menurut Urusan
Pemerintahan Déerah,'O-rganisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, = Kelompok, Jenis,‘ Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; ,
Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Suf) Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Beiémja dan Pembiayaan;
Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada



o S tentang Pen_]abaran APBD dengan Program Prlontas S

Perbatasan Negara

e Larnplran sebagalmana tersebut dalam Pasal 39 merupakan"

o | baglan yang tzdak terplsahkan dan Peraturan Bupat1 ini.

. Pasal40 :
o Pelaksanaan penJabaran APBD yang. dltetapkan dalam

S .- 'peraturan niv. dltuangkan Ieb1h lanjut dalam dokumen_ :  -[_1_'.:

,pelaksanaan anggaran satuan ker_]a perangkat daerah Sesua1’ e

B _dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasa141

-?,"__'_Peraturan Bupatl i'nviv mulal bcrlaku padatanggal dl

| 'ffundangkan '

”.;,',.Agar . set1ap 'oreihg . mengetahulnya 'rriem‘eri’nt'avhkan“

| "'fpengundangan Peraturan Bupat1 1n1 dengan penempatannya o

‘- o ‘dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar B

o Dltetapkan d1 Karanganyar R

| ‘Pada tanggal 28 Desember 2020
© BUPATI KARANGANYAR

. TID S

Dlundangkan d1 Karanganyar o
| ‘jfflvPada tanggal 28 Desember 2020 B -
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